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ABSTRAK

CATATAN

bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Wajib Pajak dan untuk mendorong
Wajib terhadap Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau
menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta
melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya
untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan
yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009
No. 62, TLN 4999).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan
atau menghapuskan. Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya terbatas atas:

1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun
Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember
2014 dan sebelumnya;

2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran
pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun
Pajak 2014 dan sebelumnya;

3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu
saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa
Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

4. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Paj ak dengan kemauan sendiri atas
SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang
mengakibatkan utang pajak menj adi lebih besar,

Yang dilakukan pada tahun 2015.

Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi
Administrasi, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal
Pajak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2015 dan diundangkan
pada tanggal 4 Mei 2015.



